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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Teori Kepatuhan 

Teori kepatuhan (Compliance theory) merupakan 

teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang 

taat terhadap pemerintah atau aturan yang telah diberikan. 

Kepatuhan mengenai retribusi merupakan tanggungjawab 

kepada tuhan bagi pemerintah dan rakyatnya sebagai wajib 

retribusi untuk memenuhi semua kewajiban kegiatan 

retribusi dalam melaksanakan pemungutan. Kepatuhan 

wajib retribusi merupakan perilaku yang didasari pada 

kesadaran orang dengan tetap berlandaskan kepada 

peraturan.
1
 

Kepatuhan retribusi merupakan sebagai rasa sadar 

wajib retribusi dimana wajib retribusi memahami dan 

menerapkan atas ketentuan retribusinya kemudian 

membayar uang retribusi atas jada yang telah diberikan.
2
 

Keterkaitan teori kepatuhan dengan implementasi 

kebijakan retribusi parkir adalah salah satu kewajiban yang 

harus dilakukan kepada masyarakan atas kesadaran yang 

menggunakan fasilitas umum dengan kesadaran 

masyarakat membayar retribusi parkir yang sesuai dengan 

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012. 

Dalam praktik parkir liar juga dari pihak juru parkir 

yang memungut retribusi di jalan umum atau jalan milik 

pemerintah harus patuh dalam melaksanakan pemungutan 

secara resmi sehingga uang hasil retribusi parkir dapat  

memberikan manfaat bagi semua orang atau masyarakat 

nah dalam hal ini uang yang masuk dari retribusi parkir 

bisa digunakan dan bermanfaat untuk pembangunan jalan 

yang rusak, perbaikan rambu-rambu, adanya penerangan 

jalan serta dapat menunjang keuangan daerah dengan baik. 

 

                                                             
1
 Tahar and Rachman, ―Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor 

Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,‖ Akuntansi Dan Investasi 15, 

no. 1 (2014): 57–67, http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/683. 
2
 Mohammad Zain Dan Wijoyanti, Manajemen Perpajakan (Jakarta: 

Salemba Empat, 2010). 
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B. Implementasi Kebijakan 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Solihin meingutip deifinisi impleimeintasi dari Weibsteir 

yang meinyatakan bahwa meingimpleimeintasikan beirarti 

meinyeidiakan sarana untuk meilaksanakan seisuatu dan 

meimbeirikan eifeik praktis yang meinimbulkan dampak atau 

akibat teirhadap seisuatu. Kareina itu impleimeintasi 

peilaksanaan dapat dideifinisikan seibagai suatu proseis 

meilaksanakan keiputusan yang teilah dibuat oleih 

peimeirintah dalam beintuk undang-undang peiraturan 

peimeirintah, preisidein atau deikrit preisidein3
 

Joko Widdo meinjeilaskan impleimeintasi seibagai suatu 

proseis yang meilibatkan banyak orang, dana, dan 

keimampuan organisasi yang dilakukan baik peimeirintah 

dan swasta deingan tujuan yang sudah diteitapkan oleih 

peimbuat keibijakan..
4
 

Joko Widdo meinjeilaskan impleimeintasi seibagai suatu 

proseis yang meilibatkan banyak orang, dana, dan 

keimampuan organisasi yang dilakukan baik peimeirintah 

dan swasta deingan tujuan yang sudah diteitapkan oleih 

peimbuat keibijakan.  Meinurut studi peilaksanaan publik, 

impleimeintasi bukanlah hanya bagaimana keiputusan 

politik dimasukkan kei dalam rutinitas birokrasi. Ini leibih 

teintang konflik, keiputusan, dan keiuntungan dari 

peilaksanaan. Oleih kareina itu, tidak smeingheirankan bahwa 

impleimeintasi peilaksanaan adalah bagian yang sangat 

peinting dari proseis peilaksanaan seicara keiseiluruhan. 

Peingambilan keiputusan harus beirkomunikasi deingan 

baik oleih impleimeintor seihingga keibijakan dapat 

diteirapkan deingan baik. Komunikasi harus konsistein, 

                                                             
3
 Abdul Wahab Solihin, Analisa Kebijakan: Dari Formulasi Ke 

Implementasi (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 64. 
4
 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik (Malang: Bayu Media, 

2010). 
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jeilas, dan teipat. Untuk meinghindari keisalahfahaman 

komunikasi yang eifeiktif ini digunakan. 

Salah satu tujuan transmisi informasi adalah untuk 

meimastikan bahwa para peilaksana meimahami hubungan 

antara aturan peilaksanaan yang dikeiluarkan dan 

keiputusan yang dibuat seihingga tidak ada keisalahfahaman 

teintang keiputusan yang dibuat. 

Konseikueinsi teirkait deingan keipastian dan keijeilasan 

peirintah yang harus dilaksanakanoleih para peilaksana. 

Artinya peirintah yang dibeirikan keipada peilaksana tidak 

boleih beirteintangan satu deingan yang lain untuk 

meinghindari keibingungan. Jika peirintah tidak konsistein 

maka peilaksana dapat meingambil tindakan yang 

beirteintangan deingan maksud seibeinarnya dari peineirapan 

keibijakan. 

Keijeilasan beirarti peitunjuk peilaksana dan peisan 

komunikasi yang disampaikan harus jeilas. Hal ini peinting 

untuk meincapai tujuan keibijakan. Keitidakjeilasan peitunjuk 

peilaksana dan peisan yang disampaikan akan 

meinyeibabkan inteirpreitasi yang salah, bahkan mungkin 

beirteintangan deingan makna seibeinarnya dari peitunjuk dan 

peisan yang disampaikan. Pada gilirannya, ini akan 

meinyeibabkan peinyimpangan yang fatal dalam 

impleimeintasi di lapangan.
5
 

Keibijakan meinurut E i.Andeirson dalam Islamy bahwa: 

―A purposivei coursei of action flloweid of conceirn‖ 

(seirangkaian tindakan deingan maksud teirteintu yang 

dilakasanakan dan diikuti oleih seiorang peilaku atau 

keilompok guna meimeicahkan masalah teirteintu).
6
 

Seidangkan keibijakan meinurut wahab adalah meingeinai 

batasan keibijakan publik dari dari suatu tindakan yang 

                                                             
5
 Rulinawati Kasmad, Studi Implementasi Kebijakan Publik, 

Universitas Terbuka (2018), 75-76. 
6
 M Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001). 
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meingacu keipada tujuan yang diusulkan oleih seiorang atau 

keilompok peimeirintahan dalam lingkungan teirteintu yang 

beirhubungan deingan adanya hambatan-hambatan teirteintu 

yang beirfungsi untuk meincari peiluang dari tujuan untuk 

meiwujudkan sasaran yang diinginkan.
7
 

Studi teiori akuntansi dilakukan deingan tiga tujuan: 

Meindapatkan peimahaman teintang peinggunaan akuntansi 

saat ini, meinilai manfaat dan keikurangan dari peingguna 

saat ini, dan meimbuat peirbaikan  untuk peingguna 

akuntansi pada waktu yang akan datang, untuk 

meiningkatkan praktik saat ini dan meimbuat peirbaikkan 

untuk peingguna akuntansi diwaktu yang akan datang. 

Untuk meiningkatkan praktik akuntansi saat ini, teiori 

akuntansi publik dipeirlukan. Yang teirikat deingan upaya 

untuk meiningkatkan kualitas laporan keiuangan yang 

meinyeidiakan informasi keiuangan yang seisuai dan andal. 

Namun, akuntan seiktor publik meinghadapi seijumlah 

tantangan saat meimbuat laporan keiuangan yang seisuai 

dan andal bagi seiktor publik.
8
 

 

2. Implementasi Kebijakan Menurut Peraturan Bupati 

Nomor 25 Tahun 2012 

Impleimeintasi keibijakan meinurut Peiraturan Bupati 

Kabupatein Pati Nomor 25 Tahun 2012 pada Bab III dapat 

diklasifikasikan seibagai beirikut: 

1) Peingeilolaan parkir di teipi jalan umum dilakukan oleih 

SKPD (Satuan Keirja Peirangkat Daeirah) 

2) Dalam peingeilolaan parkir peimungutan reitribusi 

dilaksanakan oleih juru parkir keicuali reitribusi parkir 

beirlangganan 

                                                             
7
 Abdul Wahab Solihin, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke 

Implementasi Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2001). 
8
 Putri Ariella Belinda, Nevi Costari, Pentingnya Implementasi 

Akuntansi Sektor Publik dalam Suatu Instansi Pemerintah, Jurnal Mahasiswa 

Akuntansi Unita 1 Nomor 1, 2021, 68. 
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3) Dalam peimungutan reitribusi seibagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat beikeirjasama deingan paguyuban 

juru parkir.  

4) Keirjasama seibagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan seisuai keiteintuan Peirundang-undangan 

yang beirlaku. 

Pasal 5 ayat 2 juga dapat dijelaskan bahwa keiwajiban 

juru parkir salah satunya adalah: 

1) Meimbeirikan peilayanan keipada peimakai jasa parkir 

2) Meinyeitorkan hasil pungutan reitribusi parkir 

3) Meimakai tanda peingeinal yang teilah diteintukan oleih 

SKPD 

4) Meineirtibkan dan meinjaga keiamanan lokasi parkir 

5) Meimatuhi dan meimahami keiteintuan yang beirkaitan 

deingan peirparkiran di teipi jalan umum. 

Hak Juru Parkir yang telah dijelaskan dalam ayat 3 

yaitu: 

1) Meindapatkan peimbinaan teintang peirparkiran 

2) Meindapatkan pakaian seiragam/tanda peingeinal yang 

teilah diteintukan oleih keipala SKPD 

Selain tahap pengelolaan, implementasi kebijakan 

retribusi parkir Kabupaten Pati juga terdapat tata cara 

peimungutan diantaranya: 

1) Reitribusi dipungut deingan meinggunakan SKRD atau 

dokumein yang dipeirsamakan 

2) Dokumein yang dipeirsamakan teirseibut adalah karcis 

yang beirlaku seisuai deingan golongan keindaraan 

3) Karcis diseidiakan oleih Satuan Keirja Peirangkat Daeirah 

(SKPD) yang meimbidangi urusan peindapatan daeirah 

Selanjutnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan 

dengan cara keipala SKPD meilaksanakan peimbinaan 

peinyeileinggaraan parkir di daeirah serta pengawasan 

dilakukan berdasarkan pasal 22 yakni peilasanaan 

peingawasan peiraturan bupati ini dilaksanakan oleih keipala 
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SKPD beirdasarkan peiraturan Peirundang-undangan yang 

beirlaku.
9
 

 

3. Indikator Implementasi Kebijakan 

Beibeirapa indikator dalam impleimeintasi keibijakan 

yang dapat meimpeingaruhi seibeirapa baik peinyeileinggaraan 

keibijakan publik antara lain: 

a. Program rasional 

Reitribusi daeirah adalah cara lain bagi peimeirintah 

untuk meiningkatkan peindapatan asli daeirah salah 

satunya adalah reitribusi parkir. Saat biaya parkir 

meinjadi bagian dari peindapatan asli daeirah, keibijakan 

reitribusi parkir mungkin masuk akal kareina ada 

banyak sumbeir peindapatan seihingga ada leibih banyak 

sumbeir yang dihasilkan. 

b. Meimpeirhatikan beirbagai aspeik 

Peitugas parkir meindapatkan intruksi dari DISHUB 

teintang peingunaan seiragam, tanda peingeinal dan 

peirleingkapan lainnya. Aspeik yang dipeirhatikan dalam 

biaya parkir teirmasuk peitugas parkir, lahan parkir, 

peirleingkapan parkir dan biaya parkir. Peitugas parkir 

meindapatkan arahan dari DISHUB seipeirti 

meinggunakan seiragam, tanda peingeinal dan 

peirleingkapan lainnya. Seipeirti seiragam, topi dan 

peiluit. 

c. Peirmasalahan yang meindasar 

Peireikonomian meiningkat akan meinjadikan jumlah 

transportasi juga ikut beirtambah. Maka dapat 

meinimbulkan peirmasalahan meingeinai transportasi 

yakni peirparkiran. Apabila lahan parkir yang 

diseidiakan tidak cukup luas maka akan teirjadinya 

keimaceitan lalu lintas. Seilain itu ada peitugas parkir 

                                                             
9 “Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten 

Pati,‖. 
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yang tidak meimbeirikan hasil reitribusi parkir yang 

dipeiroleih dilapangan seisuai deingan keiseipakatan yang 

teilah diseipakati. 

d. Tujuan dan manfaat yang diinginkan 

Diharapkan bahwa peineirapan keibijakan reitribusi 

parkir akan meinghasilkan hasil yang meinguntungkan 

dan meingeitahui targeit yang diteitapkan kareina 

reitribusi parkir meirupakan salah satu sumbeir 

peindapatan poteinsial daeirah.
10

 

 

C. Kontribusi Penerimaan 

1. Pengertian Kontribusi 

Dalam bahasa inggris kontribusi yaitu contributei 

artinya keiikutseirtaan, partisipasi, keiteirlibatan atau 

sumbangan.
11

 Kontribusi, peiran atau partisipasi individu 

dalam aktivitas teirteintu diseibut masyarakat umum. Untuk 

meimbuat atau meincapai seisuatu seicara koleiktif diseibut 

kontribusi.  Nilai yang kita beirikan keipada orang lain 

seipeirti waktu, uang, harta beinda atau keiteikunan 

digunakan untuk meimbantu meireika beirhasil..
12

 

Analisis kontribusi reitribusi parkir dilakukan untuk 

meineintukan seibeirapa beisar kontribusi reitribusi parkir 

teirhadap PAD. Analisis ini digunakan deingan 

meimbandingkan hasil peineirimaan reitribusi parkir deingan 

reialisasi peineirimaan PAD.
13

 

                                                             
10

 Marwah Dzulqoidah Rohmah, Rahmat Hidayat, Gili Argenti, 

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang, Jurnal Ilmu 

Sosial, Politik dan Humoria 6 no 2 (2022), 596. 
11

 Anne Ahira, Terminologi Kosa Kata (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

77. 
12

 Mintalangi S. S dan Latjandu L. D, Analisis Kontribusi Pajak dan 

Retribusi Daerah, Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal 

EMBA 7 no 4 (2019). 
13

 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta: Salemba 

Empat, 2004), 263. 
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Untuk meingeitahui seibeirapa beisar kontribusi daeirah 

teirhadap peindapatan asli daeirah, peirbandingan reialisasi 

peineirimaan reitribusi daeirah deingan peindapatan asli 

daeirah digunakan untuk meineintukan seibeirapa beisar 

kontribusi reitribusi daeirah teirhadap peindapatan asli 

daeirah.
14

 

Teirdapat kriteiria untuk meineintukan apakah kontribusi 

reitribusi daeirah teirhadap PAD sudah baik atau beilum, 

kriteiria teirseibut diantaranya adalah: 

a. Diatas 50%: Sangat baik 

b. 40%-50%: Baik 

c. 30%-40%: Seidang 

d. 20%-30%: Cukup baik 

e. 10%-20%: Kurang baik 

f. Kurang dari 10%: Sangat kurang baik
15

 

 

2. Indikator Penerimaan 

Untuk meinilai poteinsi peineirimaan maka reitribusi 

meimeirlukan beibeirapa kriteiria seibagai beirikut: 

a. Keicukupan (eideiquacy) dan eilastisitas (eilasticity) 

Sumbeir peineirimaan harus meimbeirikan hasil yang 

cukup dan meimadai dibandingkan deingan 

peimbiayaan yang dihasilkan, dan harus fleiksibeil 

teirhadap peirubahan eikonomi. Seipeirti peirubahan 

populasi dan harga. 

b. Keiadilan (eiquity) 

Salah satu peirsyaratan peinting untuk 

meimpeirtimbangkan pungutan reitribusi adalah bahwa 

anggaran untuk peimeirintah daeirah harus dibagi 

seicara adil beirdasarkan keikayaan dan keimampuan 

seitiap orang. 

  

                                                             
14

 Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 

Revisi (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 2004), 163. 
15 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 163. 
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c. Keimampuan administrasi (Administrativei 

Compacity) 

Reitribusi yang baik apabila sumbeir peineirimaannya 

dikeilola deingan sisteim administrasi baik dan teiratur. 

Untuk itu dipeirlukannya teinaga-teinaga keirja yang 

trampil dan jujur. 

d. Peirtimbangan politis (Political Acceiptability) 

Masyarakat pada umumnya tidak ingin meimpunyai 

beiban reitribusi kareina masyarakat ingin meirasakan 

peilayanan yang dibeirikan oleih peimeirintah tanpa 

meimbayar balas jasa. Hal ini jeilas mustahil kareina 

peimeirintah dalam meineijalankan keigiatannya 

meimeirlukan biaya seihingga layanan yang dibeirikan 

keipada masyarakat dapat meinjadi leibih baik lagi. 

Jadi, keimampuan politik dan peinyampaian seicara 

teigas untuk meineigakkan reitribusi keipada masyarakat 

peimeirintah harus meimpunyai dalam beintuk beisarnya 

tarif reitribusi dan sanksi keipada yang meilanggar.
16

 

 

D. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

E ifeiktivitas beirasal dari kata eiffeictiveineiss yang artinya 

eifeiktivitas, keieifeiktifan, keiampuhan, keimanjuran dan 

keimujaraban. E iffeictiveineiss keiteirkaitan kata eiffeictivei. 

E iffeic meimpunyai makna eifeik, akibat, dampak, keisan, 

keimanjuran dan peingaruh. Seidangkan eifeiktif disisi lain 

artinya beirhasil, eifeiktif, manjur, dan mujarab.
17

 

E ifeiktivitas dideifiniskan seibagai koreilasi antara 

keiluaran dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. 

Proseis keigiatan dianggap eifeiktif apabila meincapai tujuan 

sasaran akhir keibijakan (speinding wiseileiy). Seimakin 

eifeiktif proseis keirja suatu unit organisasi, seimakin beisar 

                                                             
16

 Hans Cristian Kosasih, Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir 

(Skripsi Universitas Katolik Darma Cendekia), 2019, 28. 
17

 Mia Lasmi Wardiah, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2016), 243. 
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output yang dihasilkan teirhadap peincapaian tujuan dan 

sasaran yang diteintukan. deingan seindirinya akan 

beirkeisinambungan.
18

 

E ifeiktivitas leibih meineikankan pada keimampuan untuk 

meincapai tujuan dan targeit , seilain itu eifeiktivitas meingacu 

pada cara meincapai tujuan atau hasil yang dicapai, tingkat 

daya, fungsi, unsur dan komponein keigunaan atau manfaat 

dari hasil teirseibut, dan tinkat keipuasan peilanggan.
19

 

E ifeiktivitas adalah ukuran keibeirhasilan dari suatu 

peincapaian tujuan organisasi. Suatu organisasi teilah 

beirjalan seicara eifeiktif keitika suatu organisasi teilah 

meincapai tujuannya. Indikator eifeiktivitas meinunjukkan 

seibeirapa jauh tingkat hasil dan dampak dari keiluaraan 

program dalam meincapai tujuan program maka seitiap unit 

organisasi, meilakukan leibih banyak peikeirjaan deingan 

kontribusi output yang leibih beisar.
20

 

Keimampuan peimeirintah untuk meimeinuhi targeit 

peineirimaan reitribusi parkir beirdasarkan targeit yang 

diseibut eifeiktivitas. Peimeirintah dianggap eifeiktif apabila 

dianggap eifeiktif keitika meireika dapat meinyeileisaikan tugas 

deingan rasio minimal satu atau seiratus peirsein. Rasio yang 

leibih tinggi meinunjukkan keimampuan daeirah yang baik.
21

 

Peindapatan asli daeirah dianggap eifeiktif jika rasionya 

meincapai seiratus peirsein atau leibih. Deingan deimikian, 

seimakin tinggi rasio eifeiktivitas maka seimakin baik rasio 

peimeirintah. Reitribusi parkir dan peindapatan asli daeirah 

dapat diklasifikasikan beirdasarkan eifeiktivitasnya yaitu:  

a. Tingkat peincapaian leibih dari seiratus peirsein dapat 

diartikan sangat eifeiktif. 

                                                             
18

 Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010). 
19

 Mia Lasmi Wardiah, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, 244. 
20

 Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 134. 
21

 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah. 
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b. Tingkat peincapaian antara seimbilan puluh peirsein 

sampai seiratus peirsein dapat diartikan eifeiktif. 

c. Tingkat peincapaian antara deilapan puluh peirsein 

sampai seimbilan puluh peirsein dapat diartikan cukup 

eifeiktif. 

d. Tingkat peincapaian antara einam puluh peirsein sampai 

deilapan puluh peirsein dapat diartikan kurang eifeiktif. 

e. Tingkat peincapaian dibawah einam puluh peirsein 

dapat diartikan tidak eifeiktif.
22

 

 

E. Retribusi Parkir 

1. Pengertian Retribusi Parkir 

Dalam bahasa asing reitribusi dikeinal deingan useir 

cargei, useir fasei atau charging for seirvicei. Pajak daeirah 

tidak sama deingan reitribusi daeirah. Reitribusi daeirah 

adalah pungutan yang dilakukan peimeirintah daeirah 

keipada wajib reitribusi atas peimanfaatan suatu jasa 

teirteintu yang diseidiakan oleih peimeirintah. Pajak daeirah 

disisi lain adalah pungutan yang dibeirikan oleih 

peimeirintah keipada wajib pajak tanpa kontrapreistasi 

langsung teirhadap wajib pajak atas peimbayaran pajak 

teirseibut. Oleih kareina itu adanya kontrapreistasi lagsung 

yang dapat dinikmati peimbayaran reitribusi dalam hal 

ini.
23

 

Meinurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

reitribusi dideifinisikan seibagai  pungutan daeirah seibagai 

peimbayaran atas jasa atau peirizinan teirteintu yang 

dibeirikan atau diseidiakan oleih peimeirintah daeirah untuk 

keipeintingan pribadi atau badan. Deingan kata lain, 

reitribusi adalah peimbayaran yang dilakukan oleih warga 

neigara keipeida neigara yang meireika meineirima dan 

                                                             
22

 Yoyo Sudarso, Keuangan Di Era Otonomi Daerah (Yogyakarta: 

IKAPI, 2017). 
23

 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah (Jakarta: Pt. Gelora 

Aksara Pratama, 2010), 25. 
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meinikmati jasa atau fasilitas teirteintu yang seicra langsung 

dan nyata dibeirikan oleih neigara.
24

 

Salah satu komponein biaya jasa umum adalah biaya 

parkir yang meirupakan biaya atas jasa yang diseidiakan 

oleih peimeirintah daeirah untuk keipeintingan umum  dan 

dapat dinikmati oleih individu atau organisasi. Meinurut 

Peiraturan Daeirah Nomor 7 Tahun 2017, keindaraan tidak 

beirgeirak dianggap seibagai keindaraan yang tidak beirsifat 

seimeintara.
25

 

 Di Kabupatein Pati Untuk Reitribusi Parkir didalam 

penelitian ini adalah mengacu pada pedoman pelaksanaan 

reitribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang 

beirdasarkan pada Peiratura Bupati Nomor 25 Tahun 2012. 

 

2. Subjek Retribusi 

Subjeik adalah individu atau organisasi yang 

meinggunakan atau meinikmati layanan bisnis yang 

reilavan. Namun, yang meinjadi wajib reitribusi adalah 

individu atau organisasi yang diwajibkan oleih undang-

undang reitribusi untuk meimbayar kompeinsasi teirmasuk 

peimungutan maupun peimotongan reitribusi jasa usaha.
26

 

Hal ini seijalan deingan Peiraturan Daeirah  Nomor 14 

Tahun 2018 Pasal 1 bahwa orang pribadi yang 

meimanfaatkan fasilitas objeik reitribusi/meinikmati 

peilayanan jasa umum.
27

 

Subjeik reitribusi meiliputi 3 macam yaitu: 
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 ―Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,‖ 

n.d., http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf. 
25

 ―Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi 

Jasa Umum,‖ n.d. 
26

 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 625. 
27

 ―Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Retribusi 

Jasa Umum,‖, 

file:///C:/Users/USERR/Downloads/7__PERDA_NO_7_TH_2018_KETERT

IBAN_UMUM_DAN_KETENTERAMAN_MASYARAKAT (2).pdf. 
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a. Subjeik reitribusi jasa umum adalah orang pribadi atau 

badan yang meinggunaakan seirta meinikmati 

peilayanan jasa umum yang beirsangkutan. Subjeik ini 

diteitapkan seibagai wajib reitribusi jasa umum artinya 

orang pribadi atau badan diwajibkan untuk 

meimbayarnya. 

b. Subjeik reitribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau 

badan yang meinggunakan seirta meinikmati peilayanan 

jasa usaha yang beirsangkutan. Subjeik ini dapat 

diteitapkan seibagai wajib reitribusi jasa usaha. 

c. Subjeik reitribusi jasa peirizinan teirteintu individu atau 

organisasi yang meindapat izin teirteintu dari 

peimeirintah daeirah. Individu atau organisasi ini dapat 

dikeinakan biaya peirizinan teirteintu. 

 

3. Retribusi Parkir dalam Pandangan Islam 

Meinurut konseip islam seiwa meinyeiwa maupun upah 

dinamakan ijarah. Pada dasarnya ijarah adalah peinjualan 

manfaat yang meilibatkan peimindahan hak guna (manfaat) 

dari suatu barang atau jasa dalam jangka waktu teirteintu 

meilalui peimbayaran seiwa atau upah teitapi tanpa 

keipeimilikan barang itu seindiri. Teirdapat dalam firman 

Allah surat An-Nisa 29: 

                

              

                    

Artinya :  Hai orang-orang yang beiriman janganlah 

kamu saling meimakan harta seisamamu 

deingan jalan yang batil, keicuali deingan jalan 

peirniagaan yang beirlaku deingan suka sama 

suka diantara kamu, dan janganlah kamu 

meimbunuh dirimu, seisungguhnya Allah 
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adalah Maha Peinyayang keipadamu (An-Nisa: 

29).
28

 

 

F. Pungutan Liar Dalam Pandangan Islam 

Pungutan liar dalam bahasa arab meimpunyai makna 

seibagai al-maksu yang artinya meinurunkan harga, meimungut 

cukai dan meinzalimi. Maksu (pungutan liar) adalah reitribusi 

yang ditagih oleih seiseiorang seicara tidak leigal yang biasanya 

dari peidagang-peidagang keicil. Ibnu Manzur meinjeilaskan 

leibih deitail arti al-maksu adalah keipingan uang (dirham) yang 

diambil oleih para peidagang-peidagang dipasar pada zaman 

jahiliyah. Pungutan liar juga dapat beirarti seisuatu (barang) 

yang dipungut atau diambil deingan cara tidak seisuai deingan 

aturan yang ada. Pungutan liar teirjadi keitika seiorang 

meilanggar aturan reismi. Orang-orang yang meilakukan 

pungutan liar seilalu meingabaikan keiwajibannya kareina hanya 

meimeintingkan untuk meindapatkan keiinginannya yakni 

meilakukan pungutan.
29

 

 

G. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah dari hasil pungutan yang berdasarkan 

peraturan daerahnyang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.
30

 Meinurut Undang-undang Nomor 

33 Tahun 2004, Pasal 1 bahwa peindapatan asli daeirah 

adalah peineirimaan yang didapatkan dari daeirah yang 

beirsumbeir dari daeirahnya seindiri dan dipungut 

                                                             
28 Ibnu Katsir, Al-Qur’an Terjemah Tafsir Per Kata, 1431. 

29
 Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, Retribusi Jasa Parkir 

dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah di Kota 

Surakarta), Suhuf 30, 2 (November 2018), 225. 
30

 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Daerah Di Indonesia (Edisi Revisi) (Jakarta: Rajawali Press, 2013). 
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beirdasarkan peiraturan daeirah yang seisuai deingan 

peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku.
31

 

Peindapatan asli daeirah adalah uang yang diteirima 

oleih peimeirintah daeirah dari tindakan yang dilakukan oleih 

peimeirintah daeirah seipeirti meimbeirikan layanan keipada 

masyarakat atau sumbeir daya yang dimilikinya.
32

 Seimua 

peindapatan daeirah yang beirasal dari sumbeir eikonomi asli 

daeirah pajak daeirah, reitribusi daeirah, hasil peingeilolaan 

keikayaan yang dipisahkan dan lain-lain.
33

 

 

2. Pendapatan Asli Daerah Dalam Pandangan Islam 

Menurut islam suatu negara harus menjamin dan 

memastikan bahwa setiap warga negara memiliki 

kesempatan yang sama dalam mengakses dan 

menanfaatkan sumber daya ekonomi yang tidak mampu 

dilaksanakan oleh setiap individu. Peran dari pemerintah 

daerah selalu diharapkan supaya mampu mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki Kabupaten Pati. Sehingga peran 

pendapatan asli daerah dapat lebih ditingkatkan dimasa 

yang akan datang demi menunjang pembiayaan 

pembangunan di Kabupaten Pati. Maka dari itu 

seharusnya negara mengatur pemanfaatan sumber daya 

ekonomi dengan adil dan merata agar tidak terjadinya 

anggota masyarakat  yang terdzalimi.
34
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 ―Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Nomor 33 
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32

 Dimas Dwi Anggoro, Pajak Dan Retribusi Daerah (Malang: UB 
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 Muhammad Taufiq, ―Analisis Efektifitas Alokasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dari Ekonomi Islam,‖ 

Universitas Islam Indonesia, 2020, 
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H. Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peineiliti Judul Peirsamaan Peirbeidaan 

1. Marwah 

Dzulqoidah 

Rohmah, 

Rahmat 

Hidayat, 

Gili Argeinti 

(2022)
35

 

Impleimeintasi 

Keibijakan 

Reitribusi 

Parkir Oleih 

Dinas 

Peirhubungan 

Dalam 

Meiningkatkan 

Peindapatan 

Asli Daeirah 

Kabupatein 

Karawang 

Variabel 

impleimeintasi 

keibijakan 

 

Variabel 

yang dipakai 

adalah 

implementasi 

kebijakan 

yang diteliti 

pada 

penelitian 

terdahulu, 

sementara 

penulis 

menambah 

variabel 

kontribusi 

penerimaan 

dan 

efektivitas 

retribusi 

parkir pada 

penelitian 

sekarang. 

 

Penelitian 

terdahulu 

dilakukan di 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Karawang 

sementara 

penulis 

melakukan 

penelitian 

kali ini di 

                                                             
35

 Rohmah, Hidayat, and Argenti, ―Implementasi Kebijakan Retribusi 

Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Karawang.‖ 
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Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Pati 

 

2. Reigina 

Trisnasari, 

Suci 

Naseihati 

Sunaningsih 

(2022)
36

 

Analisis 

Kontribusi 

Pajak dan 

Reitribusi 

Daeirah 

Teirhadap 

Peindapatan 

Asli Daeirah 

Variabel 

kontribusi 

Variabel 

yang dipakai 

adalah 

kontribusi 

pajak dan 

retribusi 

daerah yang 

diteliti pada 

penelitian 

terdahulu, 

sementara 

penulis 

menambah 

variabel 

implementasi 

kebijakan, 

efektivitas 

retribusi 

parkir pada 

penelitian 

sekarang. 

 

Penelitian 

terdahulu 

dilakukan 

dengan 

menganalisis 

pajak dan 

retribusi 

daerah  di 

Kabupaten 

                                                             
36

 Regina Trisnasari and Suci Nasehati Sunaningsih, ―Analisis 

Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,‖ 

Gorontalo Accounting Journal 5, no. 1 (2022): 18, 

https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744. 
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Magelang 

sementara 

penulis 

melakukan 

penelitian 

kali ini 

khusus 

retribusi 

parkir di 

Kabupaten 

Pati 

3. Ilham 

Wijaya 

(2019)
37

 

Kontribusi 

Peimungutan 

Reitribusi 

Daeirah 

Teirhadap 

Peindapatan 

Asli Daeirah 

di Kota 

Pareiparei 

Variabel 

kontrobusi  

Variabel 

yang dipakai 

adalah 

kontribusi 

yang diteliti 

pada 

penelitian 

terdahulu, 

sementara 

penulis 

menambah 

variabel 

implementasi 

kebijakan, 

dan 

efektivitas 

retribusi 

parkir pada 

penelitian 

sekarang. 

 

Penelitian 

terdahulu 

dilakukan di 

Badan 

Keuangan 

Daerah Kota 

                                                             
37

 Ilham Wijaya et al., ―Contribution of Regional Returns on Regional 

Original Income in The City Of‖ 2 (2019): 63–68. 
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Parepare 

sementara 

penulis 

melakukan 

penelitian 

kali ini di 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Pati 

 

4. Deisak Putu 

Meiry 

Astuti, 

Gusti Ayu 

Keitut 

Reincana 

Sari Deiwi, I 

Putu 

Julianto 

(2019)
38

 

Analisis 

E ifeiktivitas 

Peinggunaan 

Sisteim E i 

Parking 

dalam 

Peimbayaran 

Reitribusi 

Parkir di 

Kabupatein 

Tabanan 

Variabel 

Efektivitas 

Variabel 

yang dipakai 

adalah 

efektivitas 

yang diteliti 

pada 

penelitian 

terdahulu, 

sementara 

penulis 

menambah 

variabel 

implementasi 

kebijakan 

dan 

kontribusi 

retribusi 

parkir pada 

penelitian 

sekarang. 

 

Penelitian 

terdahulu 

dilakukan di 

Dinas 

                                                             
38

 Desak Putu Mery Astuti et al., ―Analisis Efektivitas Penggunaan 

Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Parkir Di Kabupaten 

Tabanan,‖ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan 

Ganesha 10, no. 3 (2019). 
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Perhubungan 

Kabupaten 

Tabanan 

sementara 

penulis 

melakukan 

penelitian 

kali ini di 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Pati 

 

 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 

terdahulu yang tentunya memikiki perbedaan berupa kebaruan 

penelitian. Pembaruan dalam penelitian ini diantaranya adalah 

waktu, lokasi dan objek penelitian yang berbeda. Selain itu, di 

dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggali informasi 

tentang implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak 

Dinas Perhubungan Kabupaten Pati seperti yang dipaparkan 

penelitian terdahulu melainkan peneliti juga menggali 

informasi tentang sejauhmana potensi parkir liar dalam 

pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga terfokus pada 

implementasi kebijakan retribusi parkir yang sesuai dengan 

Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 25 Tahun 2012. 

Selain itu juga peneliti akan menggali kontribusi dan 

efektifitas retribusi parkir yang dihitung berdasarkan target 

dan capaian. 

 

I. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual yang 

menunjukkan berbagai faktor dan teori yang diidentifikasikan 

sebagai isu penting.
39

 Beirdasarkan uraian diatas maka peinulis 

meinggambarkan skeima keirangka konseiptual. Keirangka 

beirfikir beirfungsi seibagai modeil konseiptual yang meinjeilaskan 

bagaimana teiori beirinteiraksi deingan beirbagai eileimein yang 

                                                             
39

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: CV. Alfabeta, 2017). 
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teilah diteintukan seibagai masalah peinting. Variabei yang akan 

diteiliti dibeiri peinjeilasan teioritis dalam keirangka beirfikir.
40

 

Beirikut meirupakan skeima keirangka beirfikir 

impleimeintasi keibijakan, kontribusi peineirimaan dan 

eifeiktivitas reitribusi parkir dalam laporan peindapatan asli 

daeirah yang peineiliti lakukan didalam peineilitian: 

  

                                                             
40

 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta), 2013, 65. 
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Gambar 2. 1 

Kerangka Berfikir 
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Berdasarkan teori kepatuhan dapat menjelaskan suatu 

kondisi dimana saat terhadap perintah atau aturan yang 

diberikan. Kepatuhan merupakan sifat patuh, taat, tunduk 

kepada ajaran, peraturan atau hukum. Kepatuhan tentang 

wajib retribusi berarti tanggung jawab wajib retribusi dalam 

memenuhi seluruh aktivitas kewajiban retribusi parkir dan 

melaksanakan hak dan kewajibannya. Kepatuhan wajib 

retribusi merupakan perilaku yang didasarkan pada 

kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban 

retribusi parkir yang berlandaskan dengan peraturan yang 

telah ditetapkan.
41

 

Compliancy Theory atau teori kepatuhan retribusi parkir 

dalam penelitian ini dimana dengan wajib retribusi harus 

membayar retribusi parkir ketika mengunakan fasilitas jalan 

umum. Dalam hal ini implementasi kebijakan yang 

diterapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dalam hal 

teori kepatuhan salah satunya terdapat Peraturan Bupati 

Kabupaten Pati Nomor 25 Tahun 2012 yaitu pengelolaan, 

pemungutan, pembayaran, sanksi, pembinaan dan 

pengawasan. Karena dalam hal pengelolaan tidak patuh 

dalam menjalankan kewajiban retribusinya maka dapat 

memberikan dampak kontribusi retribusi parkir masih 

kurang karena adanya parkir liar walaupun tingkat capaian 

dalam efektivitas selalu terpenuhi. Dengan dilakukannya 

kajian potensi parkir liar maka dapat meningkatkan jumlah 

pemasukan retribusi parkir sehingga retribusi parkir sangat 

berperan bagi pendapatan asli daerah. 

 

J. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan pada penelitian berdasarkan dari rumusan 

masalah yang peneliti jelaskan mengenai implementasi 

kebijakan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten 

Pati mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada pedoman 

pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Pernyataan 

peneliti dalam Pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

 

 

                                                             
41

 Tahar and Rachman, ―Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor 

Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.‖ 
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1. Implementasi kebijakan retribusi parkir 

Teori kepatuhan merupakan salah satu sikap 

kedisipilinan dalam implementasi kebijakan. Banyak 

penelitian terkait dengan implementasi kebijakan retribusi 

parkir yang dilihat dari sudut pandang parkir liar. Salah 

satunya penelitian yang dilihat dari sudut pandang juru 

parkir liar yang dapat memberikan kontribusi berupa saran 

atau solusi kepada pemerintah sebagai pihak yang 

mengatur jalannya kegiatan parkir agar lebih efisien dalam 

menerima pendapatan asli daerah.
42

  

Dalam penelitian ini, peneliti berharap kepada pihak 

Dinas Perhubungan Kabupaten Pati untuk 

mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir dalam hal 

parkir liar. Meskipun nantinya juru parkir yang belum 

resmi atau parkir liar masih banyak diwilayah Kabupaten 

agar bisa untuk bergabung menjadi juru parkir resmi 

sehingga potensi retribusi parkir akan meningkat. 

2. Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir 

Kontribusi penerimaan retribusi parkir merupakan 

salah satu komponen dari retribusi daerah yang masuk 

dalam pendapatan asli daerah. Sedangkan efektivitas 

adalah kemampuan untuk melakukan hasil tertentu dimana 

dalam pencapaian target setiap tahunnya selalu melebihi 

akan tetapi kurang memberikan kontribusi dalam 

pendapatan asli daerah. 

Sulitnya memetakan potensi parkir yang bisa 

mendongkrak pendapatan suatu daerah karena sistem yang 

diterpakan masih kurang optimal sehingga potensi parkir 

yang berada di tepi jalan umum misalnya warung-warung 

kecil. Masalah dalam parkir adalah masalah kebutuhan 

yang dibatasi oleh wilayah kota serta guna lahannya. 

Pengadaan lahan yang cukup luas banyak menyita 

sebagian luas wilayah kota dimana lahan parkir 

membutuhkan ruang yang cukup luas. Maka dari itu 

diperlukannya evaluasi keseimbangan antara kebutuhan 

parkir dan pengendalian biaya yang berkaitan dengan 
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 Muhammad Arif Fikrian, Charolie Cheisviyanny, and Vita Fitria 

Sari, ―Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir 

Liar (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Timur),‖ Wahana Riset Akuntansi 

10, no. 2 (2022): 84, https://doi.org/10.24036/wra.v10i2.114806. 
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usaha pembayaran kembali. Dengan adanya juru parkir 

yang nakal atau ilegal dapat menjadikan kebocoran dana 

hasil parkir.
43
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